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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 213 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANIS$ DAN TATA KERJA SEK~~TARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI DAERAH KHlUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

GUaERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

banlNa un~uk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7
T~un :2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah
KtWus lbukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Orprnisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
DC\ElI'ah I<husus Ibukota Jakarta;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1:999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua"gan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undil9g-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Talilggung Jawab Keuangan Negara;

5. ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
'sebagpimana telah diubah lqeberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
lJndang Nomor 12 Tahun 2008;

6. !UndaI1Q-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
f~aerar Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
IRepub!ik Indonesia;

i'lundal1g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

8. PI€iatu;o:l Pemerintah NOll/or 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korpsldan Kodc Etik Pegawai Negeri Sipii;

9. Perat:.;ran Per,lerin\ah NCJ,ffior 58 Tahu" 2005 tent.'lng Pengelolaan
Keuangan Daernrl;
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Po/~turan Pemerintah N~mor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Mip~ NegaralDaerah s\'iliagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pe/llerintah Nomor 38 Ta~un 2008;

11.. Per'lturan Pemerintah NC\mor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
da;nt<inerja Instansi Pemerintah;

l4 P¥aturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
, P~41f1@kat Daerah;

114: KE1!?¥tusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai
I REWp~lik Indonesia;

114\ ~:f tusan Presiden ll'J~mor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan
A1lQ~aran Dasar Korps R gawai ~epublik Indonesia;

"

1~l ~ran Menteri Dala~llNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanI R 'g~Jolaan Keuangan I~erah ~ebagaimana telah beberapa kali diubah
teralCi'Ur dengan Peratur~Menten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011;

16 f1~ran Menteri NeQ"ra Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
, pmn.G/M.PAN/5/2008 tE1fll,mg Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan

§It~",tariat Dewan Pengprus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai
Rfijjl~t:!lik Indonesia; .

Wi PEjrfll\~ran Menteri Dalal1), Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Olll!lal1lisasi Perangkat Dat¥ah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;......-r.. , I

18 P~rr¥uran Menteri Dalam~egeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman
~isasi dan Tata KElr Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Neg~ri Sipil Republik Indo' esia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

1'~, P~rl4uran Daerah Nomo~ 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerph;

2~1 PerNI;JIan Daerah N0rn9r 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan
P6l19urus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

,
Menetapkan ~9RAmli'RAN GUBERNUR ifENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

~R~IAT DEWAN PENpURUS KORPRI PROVINSI DAERAH KHUSUS
I~KGrjC( JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

~Iam ·Peraturan Gubemur in~ yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi DC\srah Khusus Ibukota Jakarta.

2l PQ~riJiltahDaerah adalah' Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penYlillenggara Pemerintatian Daerah.
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3. !fube,rnur adalah Kepala Da",rah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. §ekrf:fript Daerah adalahl Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
I Ijlilukdta Jakarta.

5. ~kr:~1!ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
~kaJtta.

6. ~dap lKepegawaian Daerar yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan
'JIepeg~waian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. ~d,an pengelola KeUangapjDaerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah
~clan 'Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. l1I!rQ Grganisasi dan Tatala~~ana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah
[elro Grganisasi dan Tatalak!!~ma Sekretariat Daerah.

9.. ~"VC\fI Pengurus KORPRllC\dalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Ilpdomesia Provinsi Daerah Kt'usus Ibukota Jakarta.

10. ~!'lkr~~ri.at Dewan Penguruf KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus
Il1p~l1'egaWai Republik In~?nesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. &~kr ~ris Dewan Penguru~ KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus
i1brps F?Elgawai Republik Ind~nesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. ffirlq ~~t Dewan PengurlJf KORPRI Kota Administrasi adalah Sekretariat
r~ ~ Pengurus KORPRI Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus

I ukO J,akarta.

13.~·;.~iat Dewan Pengy~us KORPRI Kabupaten Administrasi adalah
. niat Dewan Pengu!J:f KORPRI Kabupaten Administrasi di Provinsi

e Khusus Ibukota Ja~a.

14. *ta fC¥jministrasi adalah I(ota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
~ko$l,:)akarta.

I
15. iIfl.ab!im~n Administrasi act'tlah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

~o~lIlDaerah Khusus Ibu~ta Jakarta.
, i

16. Walikotfl adalah Walikota Kola Administrasi.
,

17. ~Pa!i!adalah Bupati Kabup,C\ten Administrasi.

§fiitUi'f!nI}erja Perangkat Df¥lrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
;atu~ilKerja Perangkat Daefah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.,
/.:Wit ,!<Wj? Perangkat Daera~ yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit
~rja/<i1l8u bagian atau suborl:linat dari SKPD., ,

~<llN'ii Negeri Sipil yang selanjutnya disebul Pegawai adalah Pegawai
~geiil ~pil Daerah Khusus Ilbukota Jakarta.

21. fillillUiiul)an Pegawai Negeri l~ipi.1 yang selanjutnya disebut Pensiunan adalah
Ii¥nsi4nan Pegawai Negeri ~pil Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

22. I'ilPrps Fegawai Republik I~donesia yang selanjutnya disingkat KORPRI
~~al jNadah untuk menghi\"pun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi
f'W~nC\tkan perjuangan, !pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita
p~rltJi<l~~n Bangsa dan NEl~ara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
,1'1 ,Ia dan Undang-llJ dang Dasar Negara Republik Indonesia

thUll, ~945, bersifat demo ratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral,
pmduld:if dan bertanggung jawab.
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23., An~.~ KORPRI adala~tanggota Korps Pegawai Republik Indonesia
I ~ Iilnana diatur dala~ nggaran Dasar Korpri yang terdiri dari Anggota
~ia • r:lggota Luar Biasa an Anggota Kehormatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) ~~tariat Dewan Pengu~us KORPRI merupakan bagian dari perangkat
Idaella~.

(2) tkr~~riat Dewan Pengu'1Js KORPRI merupakan pelaksana administrasi
. anilw~lflksana operasionallsehari-hari tugas dan kegiatan Dewan Pengurus
O~ARI.

(3) ~~~r'iat Dewan Peng\l~us KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris
W~ filengurus KORPRI YTng secara teknis dan operasional berkedudukan di

awfIi dan berlanggung j"l",¥sb kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI dan
'~~ <;Idministrasi berked~dukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur

e1alui Sekretaris Daerah.

(4~ ~a~ melaksanakan tug"ls dan fungsinya Sekretariat Dewan Pengurus
j(aRPRI dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)1 §e~ret;ariat Dewan Pengu~us KORPRI mempunyai tugas melaksanakan
t!u~~9.qn teknis operasi9~al dan administrasi pada Pengurus KORPRI
tlalaiin I melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap
~elliJl1CJh unsur dalam lingkullgan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

(2) /.;Jntuk melaksanakan tugfls sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
SekJetariat Dewan Penguru~ KORPRI menyelenggarakan fungsi :

fl. pelJyusunan rencana ~rategiS' rencana kerja dan anggaran serta
d~men pelaksanaan fl ggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

p. R~~~~anaan rencana i , alegis dan dokumen pelaksanaan anggaran
SQ~retariat Dewan Pengl-JIus KORPRI;

c. PEtl¥.lelolaan kepegawai¥,n, keuangan dan barang Sekrelarial Dewan
~~gwus KORPRI; i

9. ~,ksanaan kerumahtapggaan dan surat menyurat Sekretariat Dewan
R't~~urus KORPRI; .

,~, ~lrlolaan kearsipan ~knetariat Dewan Pengurus KORPRI;
~, ~!i'elenggaraan kegia n pembinaan olahraga, seni, budaya, mental
~ rphani anggota KO, RI;

I' ~!i'\'1lenggaraankegia~n lilsaha dan bantuan sosial anggota KORPRI;
I ~iMtasi penyusunan pr~ram kerja Dewan Pengurus KORPRI;
,~ ~Berian dukkungan ha~lJlinistrasi keuangan Dewadn Penkgurus KORDPRI;
') ~~Ii~anaan eruma tilloogaan, surat menyurat an earsipan ewan

A~rus KORPRI; I -
~. ~,Ksanaan publikasi ~iatan dan pengaturan acara Sekretariat Dewan

1I1~'1!?f!lrus KORPRI dan ,ewan Pengurus KORPRI;
I~ ~"lpsi penyelenggaraa rapat dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;
T' ~(Jsunan bahan lapoFan dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus

~~~~PRI; dan
IJI. P tporan dan perlang/Jungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

retariat Dewan Peng~rus KORPRI.
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(31' e1ain tungsi sebagaimarfi dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dewan
I aAg~rus KORPRI juga ffiEll'lyelenggarakan fungsi :

'a. pepgoordinasian bad~~/organisasi yang berkaitan dengan pensiunan
anggota KORPRI, se~i Yayasan Pensiunan Pegawai Provinsi Daerah
~sus Ibukota Jakarta~,Werdhatama dan Cendana Bhakti;

I·b. ~~embangan kese~'fteraan pegawai selain yang telah ditentukan
~m peraturan peru ng-undangan di bidang kepegawaian;

E'. ~gelolaan data dan armasi pensiunan anggota KORPRI;
I'l' ~ksanaan kegiatan prmbekalan pensiunan anggota KORPRI;

~flgembangan kesej,;eraan pensiunan selain yang telah ditentukan
dar,m peraturan perund ng-undangan di bidang kepegawaian;

If. ~I~asi penyusunan I bijakan dan program kerja Dewan Pengurus
~qRPRI;

Illl. ~Ii~asi pelaksanaan ~egiatan kebijakan dan program kerja Dewan
I P~gurus KORPRI;
lin. pepyelenggaraan kerja fama dengan instansi pemerintah maupun pihak

lceyga dalam rangka kEj~jahteraan anggota KORPRI; dan
11. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota KORPRI.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Sekrelarial Dewan Pengurus KORPRI sebagai berikul :

a. Sekrelaris Dewan Pengurus KORPRI;

p. Bagian Umum dan Kerja,sama, terdiri dari :

1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
2. Subbagian Kerjasama.

~. Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, terdiri dari :

1. Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya; dan
2. Subbagian MenIal dan Rohani.

d. Bagian Usaha dan Bant43n Sosial, terdiri dari :

1. pl!Jbbagian Usaha d~~ Kesejahteraan; dan
2. Subbagian Bantuan I-jukum dan Sosial.

e· Kelpmpok Jabalan Fung1iional;

f. S~kJielarial Dewan Pe/llgurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
Adrinil'listrasi.
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(2~' i6agp~ susunan orgar'1i~aSi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
:sebarrimana dimaksud pada ayat (1). tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 5

(1l :Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas :

a. ijrJIimPin dan me~~oordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
~ retariat Dewan Peflgurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam

a13;
lb. I1iI ~oordinasikan pe!¥sanaan tugas dan fungsi Bagian, Sekretariat

an Pengurus KOR~RJ Kota AdministrasilKabupaten Administrasi dan
I' ompok Jabatan FU1qsional;

ie. Iaksanakan koordi'Wi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
~nsi pemerintah/s"Y~,stadalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
,wetariat Dewan Pe~~urus KORPRI serta dalam rangka memperlancar

p ksanaan tugas da~ rewenang Dewan Pengurus KORPRI; dan
~. m¥iporkan dan mem~nggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

~wetariat Dewan Pellq,urlJs KORPRI.

(2) ealn tugas sebagaimanfl dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dewan
, ~lf~~s KORPRI memPlJryai tugas mengoordinasikan dan mengorganisir
Ie¢berian penghormatanl terakhir kepada anggota KORPRI aktif dan/atau

'4n yang wafatlmening~al dunia/tewas di dalam dan/atau di luar tugas.

(3) ,alaJl1 melaksanakan tu9Cl~, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris
IMeIfl Pengurus KORPRI~ berkoordinasi dengan Biro Sekretariat Daerah

allg Ibertanggung jawabl di bidang keprotokolan apabila pemberian
. ' QI1Prmatan akan dihaqi Ii Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah,
~~~ Gubernur, Asisten 'Sekretaris Daerah, Inspektur dan/atau Kepala

. a~ I?erencanaan Pembfngunan Daerah dan/atau dengan Kepala SKPDI
,KPvI yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Bagiam Umum dan Kerjasama

Pasal 6

(1)1 ~agian Umum dan Kerja~ma merupakan unit kerja Sekretariat Dewan
penglJfus KORPRI dalam pelaksanaan administrasi umum kepegawaian,
~eua/llgan dan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga,

(2), ~3Qian Umum dan Kerja~ma dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
per~dukan di bawah dar bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan
Pengunus KORPRI.

Pasal 7

(1)' l3agi~1l Umum dan Kerjasarra mempunyai tugas melaksanakan administrasi
umum, kepegawaian, keuangan dan kerja sarna dengan instansi pemerintah
maupun pihak ketiga.
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(20 fUntljll<! Iilllelaksanakan tugpf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
!Um~~ dan Kerjasama mlllwelenggarakan fungsi :

a. p6pyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta
dO/<umen pelaksanaan ~nggaran Bagian Umum dan Kerjasama;

b. p6/1goordinasian peny~sunan rencana strategis, rencana kerja dan

~
garan, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan
Jasama;

c. p aksanaan dokumenl pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan
. jasama;

,d, Pepgjoordinasian fasilit,.si penyusunan kebijakan dan program kerja
S~retariat Dewan Pe~qurus KORPRI;

e. ~gelolaan kepegaWj8lan, keuangan dan barang Sekretariat Dewan
Pangurus KORPRI dam Dewan Pengurus KORPRI;

f. pelaksanaan kerumaht"nggaan dan surat menyurat Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI dal1 Dewan Pengurus KORPRI;

(g. pengelolaan kearsipan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Dewan
Pengurus KORPRI;

lin. pellyusunan program ~'l9garan dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;
".i. pe,,,yelenggaraan kerj"l ~ama dengan instansi pemerintah maupun pihak

ketiga;
U,. f,a&ililasi pelaksanaan kegiatan kebijakan dan program kerja Dewan

Pergurus KORPRI sesLf3i dengan lingkup tugasnya;
Ik. peflksanaan monitoring, fpengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

str~tegis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI;

U. f<jsIIi\asi pelaksanaan '11fniloring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
I ~~ijakan, program an~~aran dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;
~. Pf\il9,oordinasian pen¥~,sunan bahan pertimbangan/masukan Dewan
I P~gjurus KORPRI k~pada Gubernur/Musyawarah dan Rapat Kerja

N.akiional KORPRllDe~ Pengurus Nasional KORPRI;
i/ll. pe~ksanaan publikasi k~gjatan dan pengaturan acara Sekretariat Dewan

PE¥1gurus KORPRI da~ pewan Pengurus KORPRI;
o. pe~goordJnasianpenY49Unan laporan Dewan Pengurus KORPRI;
p. p!f.90ordinasian penYUsunan laporan Sekretariat Dewan Pengurus

KHRPR1;
~. .~lfiksanaan bimbingan, Ikonsultasi dan pendampingan terhadap Pengurus
, 'liI:I1'1'KORPRI pada SKFlq>/UKPD/Perusahaan Daerah; dan
,.. ~IfIPoran dan perta~~gungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

lBagian Umum dan Kerj<\Sama.

Pasal 8

(1) ~ub/11llian Administrasi Urpum dan Keuangan merupakan satuan kerja
J?aqffi Umum dan Kerjasqrpa dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian,
keuangan, persuratan, pen~japan laporan dan evaluasi.

(2)1 ~ub.~~n Administrasi um~m dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
~ub~18n yang berkedud~kan dl bawah dan bertanggung jawab kepada
KepaJaIBagian Umum dan Kerjasama.

(3) pubbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

a. meryusun bahan rencara strategis, rencana kerja dan anggaran serta
do~umen pelaksanaan .mggaran Bagian Umum dan Kerjasama sesuai
dengan lingkup tugasnya;
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;b. ~~I~ksanakan dOkUm~n pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan
iqljjr~~sama sesuai dell9 n Iingkup tugasnya;

I c. ~'Iaksalilakan kegiala koordinasi penyusunan rencana kerja dan
$ Qaran, dokumen ~elaksanaan anggaran dan rencana strategis

krl3tariat Dewan pe~~rus KORPRI;
~d. 'P"f.I~ksanakan kegiatf ' fasilitasi penyusunan kebijakan, program kerja/
I ,rnQaran dan kegiatanewan Pengurus KORPRI;
e. rp,laksanakan kegia pengelolaan kepegawaian, keuangan dan

~""lng Sekretariat de an Pengurus KORPRI dan Dewan Pengurus
IfXPRPRI;

f. rr,l~ksanakan kegia~~ pengelolaan kerumahtanggaan dan surat
T,.!nyurat Sekretariat Qewan Pengurus KORPRI dan Dewan Pengurus
'1"?RPRI;

I.g. 1J1~laksanakan kegiata~ pengelolaan kearsipan Sekretariat Dewan
lfEf,lgurus KORPRI dan. ewan Pengurus KORPRI;

Ih. If\ltl<iksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan
<jeT ketertiban kantor Sllkretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Dewan
p.Ef.1gurus KORPRI;

'i. rn~Jaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
¥tta prasarana dan s~rana kerja kantor Sekretariat Dewan Pengurus
KqRPRI dan Dewan Rer,gurus KORPRI;

U. m~nyimpan, menataus~akan dan mendistribusikan barang Sekretariat
~an Pengurus KOR I dan Dewan Pengurus KORPRI;

lis:. m~laksanakan pengelo an ruang/ruang pertemuan Sekretariat Dewan
Repgurus KORPRI dall eewan..Pengurus KORPRI;

~. f~litasi pelaksanaan kj3bijakan, program kerja/anggaran dan kegiatan
De""an Pengurus KORPRI sesuai dengan lingkup tugasnya;

m. m~aksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
do~umen pelaksanaan anggaran dan rencana strategis Sekretariat
De""an Pengurus KORPRI;

~. Ililelaksanakan fasilitasi 'I1)onitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, '

kebijakan, program/anqQaran dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;
b. mEliaksanakan koordil)qsi penyusunan bahan perlimbangan/masukan

Dewan Pengurus KORPRI kepada Gubernur/Musyawarah dan Rapat
~fja Nasional KORP~ltiDewan Pengurus Nasional KORPRI;

p. malaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat
~y.'an Pengurus KORfRI dan Dewan Pengurus KORPRI;

~. m,engoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serla
doRl.\men pelaksanaan arggaran Bagian Umum dan Kerjasama;r· lI1l,sngoordinasikan peny¥sunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
a~i.!n,tabilitas Bagian Umpm dan Kerjasama;

~. ~qksanakan koordillasi penyusunan laporan Dewan Pengurus
I<:QRPRI;

I. m~porkan dan mempe~anggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Administrasi Umum dan I<euangan.

Pasal 9

(1)\ 6uq~ian Kerjasama m~rupakan satuan kerja Bagian Umum dan
tJ(el:la~Fa dalam pelaksan"lan kegiatan pengembangan kerja sama.
I

(2)1 ~.uQ~ian Kerjasama dipifTIpin. oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan
'!¥ ~,+,ah dan berlanggWig Jawab kepada Kepala Bagian Umum dan
'!,eI]8611ma.
,

(3) ~ubb~~jan Kerjasama mermpunyai tugas :

f' Iilil~p~usun bahan relilfana kerja dan anggaran, serla dokumen
poE\l~ksanaan anggaran Bagian Umum dan Kerjasama dengan Iingkup
tugasnya;
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b. fTlfllaksanakan dokull1fn pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan
t<rrjasama sesuai de~~n Iingkup tugasnya;

c. fl'lpnyusun bahan pno~ram kerja sama dengan instansi pemerintah
fI'lfilypun pihak ketiga;
fnrlaksanakan penj~~'kan rencana kerja sama dengan instansi
p .J1ilerintah maupun ~ , k ketiga;

,e. f liIerima dan menelili usuJ kerja sama dari instansi pemerintah maupun
pi ak ketiga;

f. ~ Ilyusun dan meniYirpkan dokumen rencana kerja sama instansi
merintah maupun pihiPk ketiga;

g. ~ nyimpan, memelihaqa dan menyajikan dokumen kerja sama instansi
: merintah maupun pihjak ketiga;ih. flrlaksanakan evalua~i pelaksanaan kerja sama dengan instansi

~erintah maupun pil:l~k ketiga;
ti. Jrlflaksanakan bimbin~an, konsultasi dan pendampingan terhadap
f 1~~Jllgurus Unit KORPRII;pada SKPD/UKPD/Perusahaan Daerah; dan
Ij. m,laporkan dan mem~nggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

I(~rjasama.

Bagian Keempat

Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 10

aaiar Olahraga, Seni, B~daya, Mental dan Rohani merupakan unit kerja
ekn~ariat Dewan Peng\lrus KORPRI dalam pelaksanaan koordinasi

!cegjat\3l1 olahraga, seni, bUdaya serta pelaksanaan pembinaan mental dan
rohalli.

(2) ~gUr~ Olahraga, Seni, Bupaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang
I epal~ Bagian yang berke~udukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
. keetaris Dewan Penguru$ KORPRI.

Pasal 11

(1) lBag,jan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani melaksanakan tugas
~oordinasi kegiatan olahraga, seni, budaya serta pelaksanaan pembinaan
lmantal dan rohani.

(2) IUntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
I0lahnaga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi :

Ia. penyusunan rencana k~rja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan
a ggaran Bagian Olahr~a, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;

b. pelalcsanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Olahraga, Seni,
BvIJaya, Mental dan Rqt)ani;

c. .p~l'/yelenggaraan atau koordinasi pembinaan dan pengembangan
olopraga, seni dan bUdkya angggota KORPRI;

p. petaksanaan pembinaa~ mental dan rohani pada kegiatan peringatanl
perlayaan hari-hari bes'l~ keagamaan oleh anggota KORPRI;

~. pe~yusunan dan pela~sanaan kegiatan pengembangan jiwa Korps
a~~,gota KORPRI; dan '

f. p"Laporan dan perlangl:!Yflgjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian
oW,raga, Seni, Budaya, IMental dan Rohani.
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Pasal 12

(1llSubp~gian Olahraga. Seni dan Budaya merupakan satuan kerja Bagian
Olailrrga. Seni, Budaya, ¥ental dan Rohani dalam penyiapan bahan dan
prog,~m pelaksanaan pambinaan dan pengembangan kegiatan olahraga.
seniildal1 budaya.

(2) SUb~gian Olahraga. Ser)i dan Budaya dipimpin oleh seorang
/SubP<1gjan yang berkedudlJkan di bawah dan bertanggung jawab
fKepala Bagian Olahraga. S~ni, Budaya, Mental dan Rohani.

(3) ubbqgian Olahraga, Seni dan Budaya mempunyai tugas :

Kepala
kepada

~. m~nyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen
~rl<sanaan anggaraPI Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan
~ani sesuai dengan ~iflgkuP tugasnya;

lID. ~aksanakan dokume~ pelaksanaan anggaran Bagian Olahraga, Seni,
Bu~aya, Mental dan R9~ani sesuai dengan lingkup tugasnya;

jc. lTliElllyusun bahan dan p'jOgram pemblnaan dan pengembangan olahraga,
se~i Idan budaya angg~tfl KORPRI;

~. ~yusun bahan dan lprogram pembinaan dan pengembangan jiwa
Kpfps anggota KORPRI;

~. !aksanakan kegiatan ~rdinasi program pembinaan dan pengembangan
I '~aga, seni dan bUd~¥a anggota KORPRI;
~ aksanakan kegiatal1 pekan olahraga, seni dan budaya anggota

KQRPRI'
p. ma\aksa~akan kegiatanj program pembinaan dan pengembangan jiwa

~~p;s anggota KORPRI1 dan
~. ~porkan dan memP\il~nggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

Olqhraga. Seni dan Budaya.

Pasal 13

(1)1 ~Ubbagifln Mental dan Ro?!ni merupakan satuan kerja Bagian Olahraga,
eni, ~udaya, Mental dan !R0hani dalam penyiapan program pelaksanaan
embl~aan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan.

I
(2)1 ~b~ian Mental dan Ror,ani diplmpin oleh seorang Kepala Subbagian

, ~ll::\erkedudukan di bawC\h dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
laIt~a, Seni. Budaya, Mqntal dan Rohani.

(3) ~ubbagian Mental dan Roh~ni mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen
pelaksanaan anggaran I Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan
Ro~ani sesuai dengan U~gkup tugasnya;

b. mefiksanakan dokumenl pelaksanaan anggaran Bagian Olahraga, Seni,
Budaya. Mental dan R0tiani sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mepgoordinasikan dan llIelaksanakan kegiatan peringatan/perayaan hari­
harj besar keagamaan 0\6h anggota KORPRI;

9. m~ksanakan kegiatar sosial/kemanusiaan/agama dalam rangka
peringatan/perayaan harj,-hari besar keagamaan anggota KORPRI;

e. melaksanakan koordinaSi pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan
pellingatan perayaan h~ri.hari besar keagamaan dengan SKPD/UKPD
te.kait;
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r· ~ergoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta
dO~l1men pelaksanaan'9nggaran Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental
da7 Rohani;p. ~erghimpun bahan d'!l') menyusun laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dalJ lakuntabilitas Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
dar:!

~. ~aporkan dan memp~rrtanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Mehtal dan Rohal'll.

Bagian Kelima

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial

Pasal 14

(1) ~agial') Usaha dan Bantuan Sosial merupakan unit kerja Sekretariat Dewan
feJ!lWlfUS KORPRI dalanr penyusunan kebijakan dan program kegiatan
usal!la, peningkatan kesejaHteraan anggota dan pemberian bantuan sosial.

(2)1 pagian Usaha dan Bantuar Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
Mallj~: ~erkedudukan di b~"Yah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
pewan Pengurus KORPRI.

Pasal 15

(1) l3agian Usaha dan Bantua? Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan
~an IPfqgram kegiatan uSpha, peningkatan kesejahteraan anggota dan
pemberian bantuan sosial.

(2)1 !4Jnt,~ ,m,elaksanakan tuga~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
~sahai dan Bantuan Sosialll1llenyelenggarakan fungsi :

Fl. pe~~usunan rencana k~rja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan
a~~~aran Bagian Usahfll,dan Bantuan Sosial:

b, p$~k:sanaan dokumem! pelaksanaan anggaran Bagian Usaha dan
~Jltuan Sosial;

~. p~~y~sunan kebijakan pan program kegiatan kewirausahaan anggota
~f1RPRI;

~. p.e~imgkatan'kesejahte~nanggota KORPRI;
~. p' ~k.sanaan kebijaka~ Ipemberian bantuan kepada anggota KORPRI

dCflflliTl keadaan sakit, k~matian, kebakaran, bencana alam dan musibah
lajIJlllya;

f. p~lflk.sanaan pemberia~bantuan dan dukungan terhadap permasalahan
kEJ~asan anggota KO RI;

: g. Ptt4:\~anaan kegiatan ebijakan dan program kewirausahaan anggota
IOC\RPRI'

I '

h. p~~goordinasian bada~OrganiSaSi yang berkaitan dengan pensiunan
a~ll~ota KORPRI, sepe i Yayasan Pensiunan Pegawai Provinsi Daerah
Klkl~sus Ibukota Jakarta, Werdhatama dan Cendana Bhakti;

L p$~1gembangan keseja,tjt;eraan pegawai selain yang ditentukan dalam
p~, turan perundang-url~aflgan kepegawaian seperti kerja sarna dengan
PT Asuransi Jiwa Sraya;!

~ p~ g,elolaan data dan illly:>rmasi pensiunan anggota KORPRI;
j(.. PIIIf\k.sanaan kegiatan p\lmbekalan pensiunan anggota KORPRI;
~. Plf7gembangan kesejahteraan pensiunan anggota KORPRI selain yang

ditentukan dalam perat~ran perundang-undangan kepegawaian seperti
kerja sarna dengan PT Asuransi Jiwa Sraya;
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:m. ai'itasi pemberian bal;lt~.m/konsultasi hukum bagi anggota KORPRI; dan
:n. aporan dan pert~npgungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

:. gian Usaha dan Banfpan Sosial.

Pasal 16

(11) 1Subptian Usaha dan I~sejahteraan merupakan satuan kerja Sagian

IlJsa.f1 dan Santuan Sosta\,. dalam penyiapan bahan kebijakan dan program
,~ n usaha dan penillg!<atan kesejahteraan anggota KORPRI.

(2p ISub~gian Usaha dan \<esejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala
pub· Qian yang berkedudftlkan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepa Bagian Usaha dan ~antuan Sosial.

(3~ ISubb4gian Usaha dan Kes~jahteraan mempunyai tugas :

la. m~nyusun bahan rencana kerja dan anggaran. serta dokumen
pe\aksanaan anggaran l)agian Usaha dan Santuan Sosial sesuai dengan
lim~kuP tugasnya;

lb. m~laksanakan dokum~n pelaksanaan anggaran Bagian Usaha dan
Baptuan Sosial sesuai ~ngan Iingkup tugasnya;

.C. l1Il~nyusun bahan kebijakan dan program kegiatan usaha dan peningkatan
lqef.~jahteraan anggota ~ORPRI;

fd. melaksanakan kegiatan lPeningkatan kesejahteraan anggota KORPRI;
Ie. ~Iaksanakan pembuatan kebijakan. program dan pembekalan

kiewirausahaan;
f. m€llaksanakan kegiatan koordinasi dengan badan/organisasi yang

be~kaitan dengan pensilJnan;
19 melaksanakan kegiatan pengembangan kesejahteraan pegawai;
\til: melaksanakan pengelolaan data dan informasi pensiunan anggota

KORPRI;
Ii. I11.Ejlaksanakan kegiatan pembekalan pensiunan anggota KORPRI;
~. flV:¥1gembangkan kesejahteraan pensiunan anggota KORPRI selain yang

ditentukan dalam peratf!ran perundang-undangan kepegawaian seperti
ke~a sama dengan PT J)suransi Jiwa Sraya; dan

~. lTle/a,porkan dan mempflf!anggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Usal1la dan Kesejahteraan.

Pasal17

(1)1 ~ub.qAQian Santuan Hukl,lfiTl dan Sosial merupakan satuan kerja Sagian
~sa);la dan Santuan So~ial dalam penyiapan bahan kebijakan dan
pemberian bantuan hukum dan sosial.

•
(2), ~ub~ian Santuan HukufTl dan Sosial dipimpin oleh Kepala Subbagian

I alilg~nkedudukan di baw~h dan bertanggung jawab kepada Kepala Sagian
sa\ilai dan Bantuan Sosial.

(3) ~ubbagtan Santuan Hukumldan Sosial mempunyai tugas :

Fl. m~li'1yusun bahan rencana kerja dan anggaran. serta dokumen
p~~ksanaan anggaran ~agian Usaha dan Santuan Sosial sesuai dengan
l~k~P tugasnya;

p. ,!,~sanakan dokumlilr pelaksanaan anggaran Bagian Usaha dan
. S;~tuan Sosial sesuai 9,ngan Iingkup tugasnya;
p. m!"hyusun bahan kebija~n pemberian bantuan hukurn dan sosial;
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d. ~Iaksanakan pembe,ian bantuan kepada anggota KORPRI dalam
~adaan sakil, kemal\a~, kebakaran, beneana alam dan musibah lainnya;
~ari!itasi pemberian. b~ntuan dan dukungan lerhadap permasalahan
lJldinasan anggota KO PRI;

f. f~jlilasi pemberian ba~tuan/konsullasi/pembekalan hukum bagi anggota
I K'PRPR1 ;

I
,g. !JIr~elenggarakan ban,tuan sosial bagi anggota KORPRI;

h. ~~I¥ksanakan kegialap ~silitasi pelayanan persemayaman dan pemakaman
, ~ggota KORPRI dal1 ptlnsiunan;
,-i. ;'ry900rdinasikan d'¥llmelaksanakan pemberian penghormatan terakhir

rti pada prosesi pemakaman, pelepasan/penerimaan jenazah anggota
I'l PRI;

I j. 1IlIl~l'Jgoordinasikan pel'),yusunan reneana kerja dan anggaran serta
9~umen pelaksanaa!1 ,mggaran Bagian Usaha dan Banluan Sosial;

lk. ",~nghimpun bahan gar menyusun laporan keuangan, kinerja, kegiatan
~fi.nlakuntabilitas Bag\2~tUsaha dan Banluan Sosial; danfl. ~<jlpOrkan dan memp~nggungjawabkan pelaksanaan lugas Subbagian

tuan Hukum dan SOiSial..

Bagian Keenam

Sekretariat Dewan IPengurus KORPRI Kota Adminislrasi

Pasal 18

(1~ Ise~etariat Dewan Peng~qus KORPRI Kola Adminislrasi merupakan unil
lle".ia ~ekretarial Dewan Pengurus KORPRI.

(2~ ekJtetariat Dewan PengU(us KORPRI Kota Administrasi dipimpin oleh
.eo~~ Sekrelaris yang ~eeara teknis dan operasional berkedudukan di
a~ ~an bertanggung ifwab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota

, '~trasi dan secara <¥!ministrasi kepada Walikola melalui Sekretaris
ata dministrasi dan Sekr~taris Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 19

kre~riat Dewan Pengurl,ls KORPRI Kota Administrasi mempunyai lugas
e1¥~C\nakan dukungan it,knis operasional dan administrasi pada Dewan
e~us KORPRI Kota iAdministrasi dalam melaksanakan tugas dan
eWjlqa,ngnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan
ekret;,uiat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi.

(2) ~ntuJ< melaksanakan lU,gfls sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ela.etpriat Dewan Penguru,s KORPRI Kota Adminislrasi menyelenggarakan

ungSl :

a. peillyusunan reneana slrategis, reneana kerja dan anggaran serta
dokumen pelaksanaan ;;lnggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kola Administrasi; "

p. pelpksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekrelarial Dewan PengfJrus KORPRI Kola Administrasi;

1::. pelly~lenggaraan kegitfin pembinaan olahraga, seni, budaya, mental
d;;l" ~ohani anggota KOliPRllingkup Kota Administrasi;

d. PE!ny~lenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial anggota KORPRI
liq,gk4P Kola Administr~i;

e. faSilitasi penyusunan pfogram kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota
Adljl1inistrasi;

f. pl/lryanan konsultasi qcln bantuan hukum bagi anggota KORPRI pada
1~(Jp Kola Administra~;

? ~g!3lolaan kepegawaiar., keuangan dan barang Sekretariat dan Dewan
P91119urus KORPRI Kota rdministrasi;

b. pelfksanaan kerumah~ggaan dan surat menyurat Sekretariat dan
Dewan Pengurus KORPRI Kota Adminislrasi;
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i. ~~.ngelolaan kearsipal'il Sekrelarial Dewan Pengurus KORPRI Kota
Afll1l'linistrasi;

j. Prmberian dukungan adminislrasi keuangan Dewan Pengurus KORPRI
I KOta Administrasi;

k. p+laksanaan kerumah¥mggaan, surat menyurat dan kearsipan Dewan
Infngurus KORPRI Kptfl Administrasi;

I. 'f~ilitasi penyelenggaraan rapat dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI
~la Administrasi;

m. ~4li;1ksanaan publikasi fegialan dan pengaturan acara Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kola Adminislrasi dan Dewan Pengurus KORPRI
K9la Adminislrasi;

n. pljil'lyusunan bahan la!1Oran dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus
KORPRI Kola Adminislfasi; dan

o. REjllaporan dan pert~'l9gungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretarial Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi.

Pasal20

S~etafialDewan Pengurus KPRPRI Kota Administrasi, terdiri dari :

a, ~ek$t;iUis Dewan Pengurus KORPRI Kola Administrasi;

b pubqClfJian Umum dan Ke~asama;

c. pUbti~ian Olahraga, Seni, Budaya, MenIal dan Rohani;

d., rUbQapian Usaha, Banluan fHukum dan Sosial; dan

e. Sublqelnmpok Jabalan FU'lgpional.I I ,

Pasal21

(1~ rSekrefaris Dewan Pengurus KORPRI Kola Administrasi mempunyai lugas :

~. ~~fl1Iimpin dan me~qoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
~~elarial Dewan Pel)gurus KORPRI Kola Administrasi sebagaimana
~aksud dalam Pasal ~9;

ngoordinasikan PE!1~ksanaan tugas dan fungsi Subbagian dan
1_ I<elompok Jabalan lf1Jngsional;
1'"' l"Q ISksanakan koordina~i dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau

i .ansi pemerintah/sw¥ta dalam rangka pelaksanaan lugas dan fungsi
S r)Ellarial Dewan Pe~gurus KORPRI Kola Administrasi serta dalam
rartg~a memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan

L P,~gurus KORPRI KotpfAdministrasi; dan
r. m~~porkan dan mernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

f.t:uigsi Sekrelarial Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi.

int lugas sebagaimanCjl, dimaksud pada ayat (1) Sekrelaris Dewan
. EmgJJfUs KORPRI Kola Apministrasi mempunyai tugas mengoordinasikan
,aI), ,~ngorganisir pemb,rian penghormatan terakhir kepada anggota
~I aktif alau pensiur yang wafatlmeninggal dunia/tewas di dalam
anJatau di luar tugas pada 'ingkup Kola Administrasi.

(3)1 ~am melaksanakan tugasl~ebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekrelaris
~n Pengurus KORPRi Kota Administrasi, berkoordinasi dengan Bagian
flog ibertanggung jawab, di bidang keprolokolan apabila pemberian
p'e~~\lrmatan akan dihadjri Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota,
fl.SI~1!l Sekrelaris Kola, II)~peklur Pembantu Kota dan/atau Kepala Kantor
perencanaan Pembangunan Kota dan/atau dengan Kepala SKPD/UKPD
yang bersangkutan.
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Pasal22

(1lliSu~~gian Umum dan ~erjasama merupakan
I [De~n Pengurus KORPRllKota Administrasi.

satuan kerja Sekretariat

(~)lliSUqb~'gian Umum dan Ke~asama dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
~an~ ~rkedudukan di b~ah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

! bew .pengurus KORPRI iKota Administrasi.

q) fSubbllgian Umum dan Keriflsama mempunyai tugas :

a. ll'1~rnyusun bahan re{lcana kerja dan anggaran. serta dokumen
pEjlaksanaan anggara~ Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
A9ministrasi sesuai derwan lingkup tugasnya;

I lb. m~laksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan
P~ngurus KORPRI Kot~ Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. l'llI~nyusun bahan program kerja sarna dengan instansi pemerintah
nnfupun pihak ketiga;

d. 1ITl~laksanakan penjaj~kan rencana kerja sama dengan instansi
Illemerintah maupun pililak ketiga dalam rangka kesejahteraan anggota
1()0~PRI pada lingkupl~ota Administrasi;

e. menerima dan meneliti usul kerja sarna dari instansi pemerintah maupun
pil")ak ketiga;

'f. menyusun dan menyirpkan dokumen rencana kerja sama instansi
pemerintah maupun pihflk ketiga;

'g. menyimpan, memelihar~ dan menyajikan dokumen kerja sama instansi
pernerintah maupun pipf'< ketiga;

'h. melaksanakan evalualji pelaksanaan kerja sama dengan instansi
pep1erintah maupun piRfk ketiga;

,i. melaksanakan bimbinQan, konsultasi dan pendampingan terhadap
Aenpurus unit KOR~RI pada SKPD/UKPD pada lingkup Kota
Administrasi;

~. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dokumen anggaran $ekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
Ad1ninistrasi;

ik. m~aksanakan kegiatpr pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barpg Sekretariat Dt't'.an Pengurus KORPRI Kola Administrasi dan
~an Pengurus KORf'lRl Kota Administrasi;

~, ~aksanakan kegiatflr pengelolaan kerumahtanggaan dan surat
m,e\rnyurat Sekretariat ~twan Pengurus KORPRI Kota Administrasi dan
Daran Pengurus KORrrl Kota Administrasi;

jm. ~ksanakan kegiat~r pengelolaan kearsipan Sekretariat Dewan
P~f\gurus KORPRI KatE Administrasi dan Dewan Pengurus KORPRI
Kota Administrasi; Ir. ~elihara dan mer~,+,at prasarana dan peralalan kerja Sekretariat
~fln Pengurus KOIf'RI Kota Administrasi dan Dewan Pengurus
~~PRI Kota Administ~si;

~. I 'elihara kebersihan,keindahan, keamanan dan kelertiban Sekretariat
Cl ,an Pengurus KO RI Kota Administrasi dan Dewan Pengurus

I I() lPRI Kota Adminislrasi;L ,I r
p. ,sanakan pengelol~n ruang rapatlpertemuan Sekretariat dan Dewan
, ~rgWus KORPRI Kotil Administrasi dan Dewan Pengurus KORPRI

~~,Administrasi;
R· m~sanakan publikasj kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat
, ~",an Pengurus KORfRI Kota Administrasi dan Dewan Pengurus

KmRPRI Kota Administrasi;
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mfsnerima, menyimpar~dan mendistribusikan peralatan Kantor;
m13ngoordinasikan p~rvusunan rencana kerja anggaran dan dokumen
p41Ci1ksanaan anggaral!l Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
~~ministrasi;

n$lilgoordinasikan perrusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
CiI~rtabilitas Sekretar~ D.ewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi;

~
i;lksanakan koor~i\!l3si penyusunan laporan Dewan Pengurus

KIRPRI Kota Admini~t,asi; dan
v. I;fl aPorkan dan memPflClIlggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

l:lll1um dan Kerjasama.

Pasal23

(1~ lSul:\lPt~ian Olahraga, Senir Budaya, Mental dan Rohani merupakan satuan
I .kerrj~ t>ekretariat Dewan R~ngurus KORPRI Kola Adminislrasi.

(2V-Subb~gian Olahraga, S~l:Ii, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh
/>6O~arg Kepala SUbbagia~ yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
.jawql:i ~epada Sekretaris Dewan Pengurus Kota Administrasi.

(3D iSubbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas :

,a. menyusun bahan rerJcana kerja dan anggaran, serta dokumen
pEl/aI:<sanaan anggarCln; Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
Aqrninistrasi sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan dokurll~n pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI KOlGl Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan dan program pembinaan dan pengembangan olahraga,
se(lj'dan budaya pada li~gkup Kota Administrasi;

Id. men\>,usun bahan darn i program pembinaan dan pengembangan jiwa
Korps anggota KORPRlipada lingkup Kota Administrasi;

~. manyusun program PEjmbinaan mental dan rohani melalui kegiatan
ke?gamaan anggota KqRPRI pada lingkup Kota Administrasi;

~. m~aksanakan kegiatan ~ordinasi program pembinaan dan pengembangan
olahraga, seni dan budaya anggota KORPRI pada lingkup Kota
Administrasi;

I!ll. melaksanakan koordin?~i pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan
lc.eaQamaan dengan S~~D/UKPD terkait pada lingkup Kola Adminislrasi;

~. mE:\lClksanakaan kegia~n pekan olahraga, seni dan budaya anggota
WRPRI pada lingkup Kota Administrasi;

i. meIaksanakan kegiatarl program pembinaan dan pengembangan jiwa
Kpms anggota KORPRI ~ada Iingkup Kota Adminislrasi;

,. ~ngoordinasikan dan fTlelaksanakan kegiatan peringatan/perayaan hari­
"'ani besar keagamaari oleh anggota KORPRI pada lingkup Kota
AdfTlinislrasi;

~. ~Clksanakan kegiat~n sosial/kemanusiaan/agama dalam rangka
pe~llgatan/perayaan ha~i-hari basar keagamaan anggota KORPRI pada
lirlQI<llP Kota Administralj); dan

,. meJaporkan dan memperjlanggungjawabkan pelaksanaan lugas Subbagian
Olahraga, Seni, BUdaya,1 Mental dan Rohani.

Pasal 24

(1) ~ubPfa~jan Usaha, Banluar Hukum dan Sosial merupakan satuan kerja
I ~el<.,..!ti'"iat Dewan Pengurup KORPRI Kola Adminislrasi dalam pelaksanaan
~Q1a~"n usaha, banluan hUl!'um dan sosial.
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(2), SuPbqgian Usaha, Bantuar Huku~ dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
l SlJ~gian yang berkedt,19ukan dl bawah dan bertanggung Jawab kepada

Sekretaris Dewan PengullUS Kota Administrasi.

(~)~ Subbagian Usaha, Bantu~~ Hukum dan Sosial mempunyai tugas :

a. mfilnyusun bahan repcana kerja dan anggaran, serta dokumen
peJaksanaan anggara~ Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
1~ministrasi sesuai d~an lingkup tugasnya;

ilb. /llslaksanakan dokuljI~n pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan
P+~gurus KORPRI Kot~ Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. lll~yusun program kegiatan usaha anggota KORPRI pada lingkup Kota
Aql1j\inistrasi;

d. IIllflaksanakan program dan pembekalan kewirausahaan pada lingkup
I~~ta Administrasi;

!e. :;aksanakan pemb~~an bantuan kepada anggota KORPRI dalam
daan sakit, kematif~' kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya

'¥i9gota KORPRI pada /ingkup Kota Administrasi;
f. na,l'i!ksanakan pemberj¥! bantuan dan dukungan terhadap permasalahan

~if1asan anggota KqFJ.PRI pada lingkup Kota Administrasi;
Ig. ~~illlasi pemberian bcWuan/konsultasi/pembekalan hukum bagi anggota

~~RPRI pada Iingkup ~ta Administrasi;
.h. m,nyelenggarakan ba~uan sosial bagi anggota KORPRI pada Iingkup

~ta Administrasi;
'i. m~'1ksanakan kegiatan,fFilitasi pelayanan persemayaman dan pemakaman

an~~ota KORPRI dan PFsiunan pada lingkup Kota Administrasi;
~. m~l'1goordinasikan dan rnelaksanakan pemberian penghormatan terakhir

~perti pada prosesi pemakaman, pelepasan/penerimaan jenazah
an~gota KORPRI padq ~ngkUP Kota Administrasi; dan

\11:. ~9porkan dan mempe nggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
. ha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Dewan Pemgurus KORPRI Kabupaten Administrasi

Pasal 25

(1)! ~e~\8riat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi merupakan
/.init kerja Sekretariat Dewall Pengurus KORPRI.

(2), pekretr~iat Dewan Penguruf KORPRI ~abupaten Administrasi dipimpin oleh
, Ii'ElOIi~g, Sekretans yang ~cara tekms dan operaslonal berkedudukan di
,l!iawa~l dan bert~lngg~ng I jawab kepada. Dewan Pengurus KORPRI
!l'ablJpaten Admlnlstrasl d~n secara admlnlstrasl kepada Bupati melalui
~ek,etaris Kabupaten Administrasi dan Sekretaris Dewan Pengurus
l(ORPRI.

Pasal 26

(1) ~ekrEjtariat Dewan Pengur4s KORPRI Kabupaten Administrasi mempunyai
~gaS melaksanakan dukul1gan teknis operasional dan administrasi pada
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan
~gas, dan wewenangnya, ~erta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam

II ng~l'\gan Sekretanat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi.

(2) ynwk. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretariat
!pewa.n Pengurus KORPRiI Kabupaten Administrasi menyelenggarakan
~ngsl :
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a. PEfnyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta
dqkumen pelaksanaar, anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
K~bupaten AdministrClsi;

b. P1laksanaan rencana Istrategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
S~kretariat Dewan Peh~urus KORPRI Kabupaten Administrasi;

c. ~n'yelenggaraan kegi<Jtan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental
q<trl rohani anggota KOf(PRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;

d. p~l"\yelenggaraan kegi~an usaha dan bantuan sosial anggota KORPRI
pada lingkup Kabupat!l\'l Administrasi;

,e. taSilitasi penyusunaR' program kerja Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Administra,sj;

f. pelayanan konsultasi 9,n bantuan hukum kepada anggota KORPRI pada
Ul1j;lkup Kabupaten Adf'linistrasi;

"g. p~n~elolaan kepega"V~ian, keuangan dan barang Sekretariat Dewan
P1ngurus KORPRI KabiJpaten Administrasi;

:ih. ~aksanaan keruma~tanggaan dan surat menyurat Sekretariat dan
D~"Van Pengurus K0'1ffRI Kabupaten Administrasi;

1. p,engelolaan kearsipan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Aqministrasi;

ii. p,E¥l1berian dukungan apministrasi keuangan Dewan Pengurus KORPRI
~b,upaten Administras~lk. aksanaan kerumat)trnggaan, surat menyurat dan kearsipan Dewan
iPsRgurus KORPRI Kap

r
'paten Administrasi;

IJ. t~,i1itasi penyelenggara n rapat dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI
I ~fJpaten Administrasi
1m. ~aksanaan publikasi!~giatan dan pengaturan acara Sekretariat Dewan

~gurus KORPRI ~bupaten Administrasi dan Dewan Pengurus
~RPRI Kabupaten A9Finistrasi

in. pem~usunan bahan lap9ran dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus
~RPRI Kabupaten A9pinistrasi; dan

10. Eff.$oran dan pertafl~gungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
~retariat Dewan Penqurus KORPRI Kabupaten Administrasi.

Pasal27

S~tar,ia,tDewan Pengurus K<pRPRI Kabupaten Administrasi, terdiri dari :

a.1 e~aris Dewan PenguruslKORPRI Kabupaten Administrasi;

b. I~bb'Jgjian Umum dan Kerjasama;,
I

c. :j>ubb'Jqlian Olahraga dan Bantuan Hukum; dan
I

d. :j>ubkelompok Jabatan Fung~ional.

Pasal28

(1)1 \sekli,l~~aris Dewan Pengurl+s KORPRI Kabupaten Administrasi mempunyai
ltugas:

~. iifl1Pin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
, an Pengurus KORP~I Kabupaten Administasi sebagaimana dimaksud

I da m Pasal 26;
~. mSl9Pordinasikan pelak!>anaan tugas dan fungsi Subbagian Sekretariat
i ' pn Pengurus KORPfll Kabupaten Administrasi;

Iq. I~sanakan koordinafi/ dan kerja sama SKPD/UKPD dan/atau instansi

;

' erintah/swasta da~m rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
S ' ,EJtariat Dewan Pen(:N,rus KORPRI Kabupaten Administrasi serta dalam
ra gl<a memperlancar pe\3ksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengurus
K IfPRI Kabupaten Adrnjnistrasi; dan

~, "1:10rkan dan memPe>1anggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekfetanat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi.
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$) S~' tugas sebagaima~a dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dewan
Pel' qus KORPRI KabuRaF Administrasi mempunyai tugas mengoordinasikan
dan mengorganisir pe~,erian penghormatan terakhir kepada anggota

• K ~I aktif atau pens~n yang wafatlmeninggal dunia/tewas di dalam
! danl~tau di luar tugas padf lingkup Kabupaten Administrasi.

(~) Dalctm melaksanakan tug~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris
De",!~n Pengurus KORPF1/ Kabupaten Administrasi, berkoordinasi dengan
Ba~j.lnl yang bertanggung~awab di bidang keprotokolan apabila pemberian
pet}$~ormatan akan ,diha~iri Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Kabupaten,

I Asisilfn Sekretaris Kabu~aten, Inspektur Pembantu Kabupaten dan/atau

IKeq~a Kantor Perencan<lan Pembangunan Kabupaten dan/atau dengan
Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal29

(1) I'Suqb~gian Umum dan Kerjasa!T1a merupakan satuan kerja Sekretariat
:IDewan Pengurus KORPRliKabupaten Administrasi.

(4) fSubbpgian Umum dan Ke~asama dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
'Iyan~ 'berkedudukan di bafNah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dewan Pengurus KORPRllKabupaten Administrasi.

(4) 'Subb~gian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas :

a. mrnyusun bahan remcana kerja dan anggaran, serta dokumen
@ej1aksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
A~ministrasi sesuai d~npan Iingkup tugasnya;

,b. 1Tl~laksanakan doku'11en pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan
P'!1ngurus KORPRI Kabupaten Administrasi sesuai dengan Iingkup
tu~asnya;

c. mTnyusun bahan pro~ram kerja sama dengan instansi pemerintah
m~upun pihak ketiga;

Id. mTnyusun dan menyirpkan dokumen rencana kerja sama instansi
p6ferintah maupun pih?k ketiga;

Ie. m~laksanakan penjajakC\ll rencana kerja sama dengan instansi pemerintah
m~ypun pihak ketiga qajam rangka kesejahteraan anggota KORPRI pada
lim9~up Kabupaten Ad'i"inistrasi;

if. rn"ln~rima dan meneliti usul kerja sama dari instansi pemerintah maupun
piIlak ketiga;

~' lIl:l~nyimpan, memeliharfl dan menyajikan dokumen kerja sama instansi

I
per,erintah maupun pi\1fk ketiga;

n. m~aksanakan evalua!ji pelaksanaan kerja sama dengan instansi
'I pefl1erintah maupun pi~i'k ketiga;
i. mQlaksanakan bimbir)~n. konsultasi dan pendampingan terhadap

Pergurus unit KORP~ pada SKPD/UKPD pada lingkup Kabupaten
Adlninistrasi;

~' ~aksanakan monitqri/lg, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
~,~~men anggaran Sela'etariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

, Adr,nJnistrasi;
k ~~ksanakan kegiatar pengelolaan kepegawaian, keuangan danI ba~ng Sekretariat D~'1an Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi, ~r. Dewan Pengurus KiflRPRI Kabupaten Administrasi;
I. ~aksanakan kegiatar pengelolaan kerumahtanggaan dan surat
: J:lI¥¥lyurat Sekretariat D~wan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi

da~ Dewan Pengurus K<pRPRI Kabupaten Adminislrasi;
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m. ~Iaksanakan kegi~t,n pengelolaan kearsipan Sekretariat Dewan
pf.ljIgurus KORPRI ~bupaten Administrasi dan Dewan Pengurus

. /(pRPRI Kabupaten li\qministrasi;
n. t:rmelihara dan mEfCjwat prasarana dan peralatan kerja Sekretariat

pf.wan Pengurus KORfRI Kabupaten Administrasi dan Dewan Pengurus
KpRPRI Kabupaten ~cjlninistrasi;

o. ~ljI1elihara kebersih~r\I keindahan, keamanan dan ketertiban Sekretariat
D ~an Pengurus KOR~RI Kabupaten Administrasi dan Dewan Pengurus
K Qupaten Administrasl;ip. m laksanakan peng~jqlaan ruang rapatlpertemuan Sekretariat Dewan
p I1gurus KORPRI !1abupaten Administrasi dan Dewan Pengurus

I K ~PRI Kabupaten Adfilllistrasi;
II q. m~lflksanakan publikapi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat

D ~an Pengurus KOIK~RI Kabupaten Administrasi dan Dewan Pengurus
: Ii( RPRI Kabupaten AdF,inistrasi;
il'". I:m I)erima, menyimpan pan mendistribusikan peralatan Kantor;
1s. an~ngOOrdinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen
! Iqksanaan anggaran ~ekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

J( rministrasi;It. lIT.I~I)goordinasikan pel;1~usunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akpntabilitas Sekretal]iat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Aqministrasi;

,u. m~lllksanakan koordiflasi penyusunan laporan Dewan Pengurus
~qRPRI Kabupaten Adrninistrasi; dan

;v. m,laporkan dan memp~nggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Umum dan Kerjasama.

Pasal 30

(1 ) ubb.<\gian Olahraga dan Bantuan Hukum merupakan satuan kerja Sekretariat
DawaJl Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi.

ubbqgian Olahraga dan Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala
ubb.~gian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

. ekJIetaris Dewan Pengurus Kabupaten Administrasi.

(3) lSubbagian Olahraga dan Bantuan Hukum mempunyai tugas :

Ia. menyusun bahan rel\Cana kerja dan anggaran, serta dokumen
peiaksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Administrasi sesuai deljlgan lingkup tugasnya;

b. rneilaksanakan dokum¥ pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI ~abupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tug,asnya;

~. mBllyusun bahan dan prpgram pembinaan dan pengembangan olahraga,
seni dan budaya anggotil KORPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;

p, menyusun program perp~inaan mental dan rohani melalui kegiatan
kEt'!-9i3maan anggota K<:>~PRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;

~. m13nyusun bahan dan Iprogram pembinaan dan pengembangan jiwa
lW~ps anggota KORPRI pada Iingkup Kabupaten Administrasi;

f. mejilyusun program kelJiatan usaha anggota KORPRI pada lingkup
I Klt~ypaten Administrasi;,? ~\aksanal<an .kegialan ~rdinasi program pembinaan dan pengembangan

Qlil~lFIga. senl dan budfiya anggota KORPRI pada lingkup Kabupaten
Aqministrasi; ,
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h. melaksanakan kegiatan pekan olahraga, seni dan budaya anggota
KbRPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;,

i. melaksanakan koordin~si pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan
klilagamaan dengan isKPD/UKPD terkait pada lingkup Kabupaten
,*-dministrasi;

j. m.elaksanakan kegia\CIn sosial/kemanusiaan/agama dalam rangka
~eringatan/perayaan ~~ri.hari besar keagamaan anggota KORPRI pada
Iil1lgkup Kabupaten Adnrinistrasi;

k. fTll'llaksanakan kegiatfl~ program pembinaan dan pengembangan jiwa
Klllrps anggota KORP pada lingkup Kabupaten Administrasi;

I I
I. 1f'f3laksanakan progra", dan pembekalan kewirausahaan anggota

K~RPRI pada Iingkup Ifabupaten Administrasi;
. m. 1Tl~laksanakan pemb~,ian bantuan kepada anggota KORPRI dalam

l46adaan sakit, kematiar, kebakaran. bencana alam dan musibah lainnya
~<f.a lingkup Kabupat~? Administrasi;

n. rrf!flksanakan pemben,n bantuan dan dukungan terhadap permasalahan
~inasan anggota KOIRPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;

,0. f"Illl~goordinasikandal1 /nelaksanakan kegiatan peringatan/perayaan hari­
tldri besar keagamaanioleh anggota KORPRI pada Iingkup Kabupaten
Aqoninistrasi;

ip. ('!'i~tasi pemberian bC\!1tuan/konsultasi/pembekalan hukum bagi anggota
!1<pRPRI pada lingkup ~abupaten Administrasi;

;q. 'mp~l)yelenggarakan b'¥}wan sosial bagi anggota KORPRI pada lingkup
IIitiJi)ppaten Administras~

r. ~el?ksanakan kegia~~n fasilitasi pelayanan persemayaman dan
~akaman anggota ~ORPRI dan pensiunan pada Iingkup Kabupaten
~ministrasi;

IS. 11I'/~~goordinasikan dan relaksanakan pemberian penghormatan terakhir
I ~i pada prosesi p~ilakaman, pelepasan/penerimaan jenazah anggota

~I1PRI pada Iingkup ~bupaten Administrasi; dan
t. cielaPorkan dan mempe,rtanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

I .T \ I,
l\lhraga dan Bantuan &Iukum.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal31

(1~ l5~rr:~ariat Dewan Pengurus KORPRI dapal mempunyai Jabatan
rFul1lg5Jonal.

(2)![9elQlrtarial Dewan Pel1l./urus KORPRI Kola Administrasi/Kabupaten
iAdJlTu,listrasi dapal mempuflyai Subkelompok Jabalan Fungsional, sebagai
lli>agi"ll1! dari Kelompok Jabatan Fungsional Sekrelarial Dewan Pengurus
IIKOIRRRI.

(3) [Ketel\ltuan lebih lanjut m~ngenai Kelompok Jabalan Fungsional dialur
l1en~n Peraturan Gubernur sesusai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal32

(1) palam rangka mengerT(l~angkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabal
I fUl'lgj>jonal dibentuk Kelom~ok Jabatan Fungsional unluk lingkup Sekrelarial
. ~W11l Pengurus KORPR\ dan Subkelompok Jabalan Fungsional untuk
~':9k41? Sekrelariat Dewan rengurus KORPRI Kola AdminislrasilKabupalen
l'I.dminislrasi yang diletapkafl oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.
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(2~ {K=,.l?ok Jaba~an Fun,*ional dan SUbk~lompok Jabatan Fungsional
ltS ' ~ljimana dlmaksud pada ayat (1), dlplmpln oleh seorang Ketua
!IKe . pok Jabatan Fungsifnal dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungslonal
j yanQ lberkedudukan di b<I/Nah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
IlDe~nlpengurusKORPR1I

(3) I,Ke~ Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
IFunq~j(!)nal sebagaimana t~imaksud pada ayat (2), diangkat oleh Sekretaris
:De~ Pengurus KORR~I dari Pejabat Fungsional yang dihormati di
;kalaf.gan Pejabat Fungsio~al sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan,
tkeaHlian dan integritas) yang dimiliki.

(4) tKe1eflluan lebih lanjut men~enai jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan
I 'Pengurus KORPRI diatur d~ngan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal33

(1} alalll melaksanakan tugijls dan fungsinya Sekretariat Dewan Pengurus
: tKQ~RI wajib taat dan befpedoman pada ketentuan peraturan perundang­

IIJndaHgan,

(2)1l$ek1,ffariat Dewan pengU!KORPRI mengembangkan koordinasi dan kerja
,[sam., i dengan SKPD/UK dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait
~a1am rangka meningkat kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas

t [alan flingsi Sekretariat Dew n Pengurus KORPRL
I

Pasal 34

tari~ Dewan Pengurus KORPRI. Kepala Baglan, Sekretaris Dewan
uru KORPRI Kota Ad~inistrasi/Kabupaten Admlnlstrasi dan Kepala
a I. '. Ketua Kelompok' 'Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan
UtU q:lRPRI dan Ketua bkelompok Jabatan Fungslonal pada Sekretariat
n ngurus KORPRI K~'ta Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam

kan tugasnya wajl mematuhi ketentuan peraturan perundang-
, gal} I serta menerapka prinsip koordinasi. kerja sama, integrasi,

nls:ni., simplifikasi, akuntapilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 35

(1) IiekJl~~riS Dewan Pengur~~ KORPRI. Kepala Bagian, Sekretaris Dewan
elllgtfus KORPRI Kota Pf,ministrasi/Kabupaten Administrasi dan Kepala

I ulil~ljan, Ketua Kelomrflk Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan
Ii, ellll1p'f"l.JS KORPRI dan ~etua Subkelompok Jabatan Fungsional pada
~ek",f1~iat Dewan Pen~urus KORPRI Kola Administrasi/Kabupaten

~
., dn:i1'f-~asi wajib memimRijil. mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan
'imt¥.ffilin, memberikan pe~njuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai
ine~~ bawahan masing-m95ing.

(2) ~ekr~trr,is Dewan Pengur~s KORPRI. Kepala Bagian, Sekretaris Dewan
reng~us KORPRI Kota ~ministrasi/Kabupaten Administrasi dan Kepala
,~ubbfPian, Ketua Kelomp,ok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok
~batfV1 Fungsional pada I Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota

:Admil!'lstrasi/Kabupaten Adrrinistrasi dan pegawai pada Sekretariat Dewan
ren~llllfus KORPRI wajib I'"flengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan
masing-masing sesuai dengFin ketentuan peraturan perundang-undangan,
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Pasal36

Si~e1a(iS Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Bagian, Sekretaris Dewan
P . 'gl,lq . KORPRI Kota AqministrasilKabupaten Administrasi dan Kepala
S '1, Ketua Kelompo~1 Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan
p " KORPRI dan K.~tua Subkelompok Jabatan Fungsional pada
S 'e.~nt D,ewan Pengurus 'i0RPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

IT-fflpawasi dan meng~ndalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-
,ifll~~a mengambil lan~¥h.langkah yang diperlukan apabila menemukan
'y. ipenyimpangan dan/atap indikasi penyimpangan.

Pasal37

(1 ~ [,:sem'qris Dewan Pengurps KORPRI, Kepala Bagian, Sekretaris Dewan
\Pa ~!p's KORPRI Kot1t Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kepala
s~', ~ian, Ketua KelomPfk Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan
~ lps KORPRI dan d,~1l1 Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada
S' t;:iriat Dewan Penpurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
" ,i~trasi wajib meny,mpaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
vatalj1lr I masing-masing sEtsuai dengan ketentuan peraturan perundang­
lund~~gpn.
I

(2) Ata~ yang menerima I~poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
[nelll¥id~klanjuti dan mell dik;m laporan yang diterima sebagai bahan
~RJbilan keputusan se uai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal38

(1 ~ ~rf\l~riat Daerah me" lui Biro Ortala melaksanakan pembinaan
I SJ'I 'ilgaan, ketatalaksa , an dan pelaporan terhadap Sekretariat Dewan

nus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
drm '~rasiJKabupaten Ad\'linistra~i.

(2)1 ~'et6rllfJlIn lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
all ,1~~laporan sebagaimrna dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

, el1Cl~~an Gubernur. '

BAB V

IKEPEGAWAIAN

Pasal 39
I

(1) Iie?ayjai. Negeri Sipil padfl, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan
I; e~~lat Dewan Penwrus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
, dlrii~lStrasi merupakan Pq~awai Negeri Sipil Daerah.

i
(2) I~.ea~qlaan kepe.gawaiar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

'~d . nakan sesual dengar ketentuan perundang-undangan kepegawaian
Ill!egafq.

I

(3) Qal~lpelaksanaanpengelRlaan kepegawaian, Sekretariat Dewan Pengurus
0t<lf~11 termasuk Sekr~tarrt Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasil
.abqlP~t!ln Admlnlslrasl rn:endapat pembJnaan dan Sekretariat Daerah

'falal.LllsKD dan Biro Ortala[
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BABVI

KEUANGAN

Pasal40

eI'f'Aa1 pelaksanaan tug~sldan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
n 'j~kretariat Dewan ~ngurus KORPRI Kota AdministrasilKabupaten

clml~istrasi bersumber daqi :

. t'l9~aran Pendapatan <:jan Belanja Daerah;
b. 1H'Efi anggota; dan
c. Bantuan/hibah dari pihak ketiga.

(2j) ~e:~119Iaan belanja sebfl9aimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
" C¥ dengan ketentuanlp~raturan perundang-undangan keuangan negaral

tdaell"lh.

BAB VII

ASET

Pasal41

(2)

(1 ~,

(2)\

j
,ang dipergunakan ~eh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan

~,riat Dewan Pelil~urus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
I ~rasi sebagai prascyana dan sarana kerja merupakan aset daerah

,et.IQ Istatus kekayaan darrah yang tidak dipisahkan.

e~olaan aset atau praSfrana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
~~akan sesuai delillfln ketentuan peraturan perundang-undangan
elil~pan Negara/Daerah q,an ketentuan perundang-undangan pengelolaan
anan~ milik Negara/Daerah.

I
Pasal42

r~lj8fla dan sarana kerj\yang diterima oleh Sekretariat Dewan Pengurus
~I dan Sekretariat pewan Pengurus KORPRI Kota Administrasil

I • ten Administrasi d~lam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
aljllilli pentuk pemberian{ hibah dan/atau bantuan dari pihak ketiga

~Pfllilan penerimaan Balflng Daerah.

~mirfan prasarana dan ¥rana ke~a sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
~'1ilaporkan kepada kiubernur melalui BPKD selaku Pejabat pengelola
~~~f1n daerah sekaliglJf Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan
iOtlkJ..ll<~n sebagai aset dae,ah.,
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BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal43

(1) Selq'etariat Dewan Pengurus KORPRI menyusun dan menyampaikan
laporan berkala tahuna~, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu­
wakltU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(~) .Se'f~tariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
Admirnistrasi menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
selllerter, triwuian, bulanfln dan/atau sewaktu-waktu kepada Sekretaris
Dewan Pengurus KORPRI.

(3~ ,LaporFln sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain
meiip~ti laporan :

a. kepegawaian;
,b. kefJangan;
c. kinerja;
,d. ak~ntabilitas; dan
e. kagiatan.

Pasal44

D4J1m rangka akuntabilitas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan
S~tilfi:a Dewan Pengurus ~ORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
rn,llgembangkan sistem pengEmdalian internal.

BABIX

PENGAWASAN

Pasal45

Per~awpspn terhadap SekreWiat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat
De~n Pehgurus KORPRi KotalAdministrasilKabupaten Administrasi dilaksanakan
olE\H:

a'l~embaga negara yang mpmpunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
t~nggllll1g jawab keuangan Negara; dan

b. /t.parat pengawasan intern pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal46

Paola saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
No'fior 82 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Se~tariatDewan Pengurus P~Qvinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah
KhJ~u" llbukota Jakarta dicabut iJan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal47

P~tunanGubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A~r setiap orang mengetahyinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
G.ppernw ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
K~liIsus lbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan dil.,lakaFta
pada tang9al ~8 Desember 2012

SEKRETARIS 9'-ERAI:ri PROVINSI DAERAH KHUSUS
'IBL!J~(!)TA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
fIlIP 195508261976011001

BERITA DAER4~ PRQ'v1INSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 I NGUOR 208
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Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta

Nemer
Tanggal

213 TAHUN 2012
28 Desember 2012

BAGAN S~Ni¥'I ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI DAERAH KIriUSUS IBUKOTAJAKARTA

SEKRETARIS
DEWAN P\=NGURUS KORPRI

r I I
BAC¥\N BAGIAN BAGIANOLAHRAGA, SENI,

UMU~tz.. BUDAYA, MENTAL USAHA DAN
KERJi DAN ROHANI BANTUAN SOSIAL

SUi~N SUBBAG~NADM! RASI SUBBAGIAN
f- UMUI4 AN OLAHRAGA, SENI f- USAHADAN

KE AN DAN BUDAYA KESEJAHTERAAN

SU~~N
SUBBAG~N L SUBBAG~N

KERJ. MA MENTAL DAN BANTUAN HUKUM
ROHANI DANSOSIAL

SEK~1SDEWAN SEKRETARIS DEWAN
PEN . S KORPflI PENGURUS KORPRI
KOTA ' INISTRASI KAS AOMINISTRASI

SUBBAG~N ~UBBAG~N SUBBAG~N USAHA, SUBBAGlAN SUBBAGIAN
~GA,SENI.UMUMDAN B VA, MENTAL BANTUAN~UM UMUM DAN OlAHRAGA DAN

KERJASAMA CIA ROHANI DANSOS l KERJASAMA BANTUAN HUKUM

SUBKElOMPOK

SU~MPOK
JABATAN FUNGSIONAL

JABAT IlUNGSOIlllAL
KELOMPOKI,

JABATAN FUNGSIONAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


